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3r SIWTI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SIWI SEDANA
' Mitra Usaha Mikro dan Kecil

JI. Raya Padang Luwih No. 14A Dalung, Kuta Utara - Badung
Hp. 08113953030, 081999512263, Email : bprsiwi@gmail.com

Badung, 26 Mei 2020

Nomor : 104/BPR-SS/V/2020
Lampiran  : 1(satu) eksemplar -
1 Hal : Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Self Assessment PT. BPR.

Siwi Sedana Tahun 2019.

KepadaYth.

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara

J1. Diponegoro No. 134

Denpasar.

Dengan hormat,
Menunjuk POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi
Bank Perkreditan Rakyat, bersama ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan

Tata Kelola dan Self Assessment PT. BPR. Siwi Sedana Tahun 2019.

Demikian laporan ini kami sampaikan atas perhatian dan bimbingannya kami
ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT ?L
e . f

[ Nyoman: u{a Sukasana

Direktur Utama




PT. BPR. SIWI SEDANA

LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA /
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

TAHUN 2019

Jalan Raya Padang Luwih 14A Dalung
Kuta Utara - Badung
Tanggal : 26 Mei 2020




PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SIwl SEDANA
LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA / GOOD CORPORA TE GOVERNANCE
TAHUN 2019

Laporan Pelaksanaan Goog Corporate Governance (GCG) PT. Bank
Perkreditan Rakyat Siwi Sedana tahun 2019 disusun sesuai dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, tanggal 1 April
2015 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan
| Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2016, tanggal
% 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan
Rakyat.
| Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT. Bank
Perkreditan Rakyat Siwi Sedana tahun 2019 terdiri dari :
| I. Transparansi Pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada butir
| VIL7 Surat Edaran nomor 5/SEOJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2016.
Il. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG
tahun 2019.

I. Transparansi Pelaksanaan GCG

A.Pengungkapan Pelaksanaan GCG meliputi :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain
jumlah dan komposisi anggota Direksi serta tindak lanjut
rekomendasi Dewan Komisaris:

a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota
Direksi Per 31 Desember 2019.
Jumlah anggota Direksi PT. BPR. Siwi Sedana adalah 2 (dua)
orang, yaitu 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang
Direktur Operasional yang mambawahkan fungsi kepatuhan.

¢
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Susunan anggota Direksi PT. BPR. Siwi Sedana per 31
Desember 2019 berdasarkan akta Nomor 01 tanggal 04
Januari 2019 yang dibuat oleh | Gusti Ngurah Agung Krisna
Yoga, SH. Notaris di Kabupaten Badung yang telah dicatat oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0011669 tanggal 09 Januari

2019 adalah :
Jabatan Nama
Komisaris Utama Prof. DR. Ir. | Made Sukadana, MM.
Komisaris | Nyoman Sunarta
Direktur Utama | Nyoman Putra Sukasana
Direktur | Wayan Suwija

Peristiwa penting setelah tanggal laporan adalah adanya pergantian
pengurus PT. BPR. Siwi Sedana sesuai akta perubahan Nomor : 01
tanggal 14 Januari 2020 oleh Notaris I Gusti Ngurah Agung Sutejo
Wiradinata Kepakisan, SH., M.Kn. Notaris di Kabupaten Karangasem,
dan telah dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0021829 tanggal : 15
Januari 2020 tentang Perubahan Pengurus Perseroan PT BPR Siwi
Sedana.

Sehingga susunan pengurus PT BPR Siwi sedana menjadi :

Jabatan Nama

Komisaris Utama Prof. DR. Ir. | Made Sukadana, MM.

Komisaris | Nyoman Sunarta
Direktur Utama | Nyoman Putra Sukasana
Direktur | Kadek Dersana

rX/
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Independensi Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubun
hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham
dengan Pemegang Saham Pengendal, Pemegang Saham,

anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya, yand dapat
k bertindak independen.

Direktur Utama

mempengaruhi kemampuannya untu
Namun dalam hal hubungan keluarga,
merupakan anak dari Pemegang Saham Pengendali yang juga

menjabat sebagai Komisaris Utama. Hubungan keluarga ini
tidak menyalahi ketentuan mengingat anggota pengurus yang
memiliki hubungan keluarga adalah 50% dari jumlah pengurus.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, antara lain:

1. Berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan
perusahaan, serta mewakili perusahaan di dalam maupun
diluar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar BPR.

2. Bertanggung jawab terhadap operasional BPR secara
independen.

3. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran
dasar Bank dan peraturan perundang-undangan dan/atau
ketentuan yang berlaku.

4. Memimpin dan mengurus PT. BPR. Siwi Sedana sesuai
dengan maksud dan tujuan.

5. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin
terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan
manajemen dan menindaklanjuti temuan audit internal

sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan

A
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Komisaris selaku dewan pengawas. Untuk tahun 2019 PT.
BPR. Siwi Sedana sudah menunjuk Pejabat Eksekutif yang
ditunjuk melakukan Fungsi Audit Internal, sehingga fungsi ini
dijalankan oleh Audit Internal (SPI).

6. Menyampaikan Rencana Bisnis BPR memuat
Komisaris untuk

juga

Anggaran Tahunan kepada Dewan
mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum
dimulainya tahun buku yang akan datang, atau sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

7. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan
usaha PT. BPR. Siwi Sedana pada seluruh tingkatan atau
jenjang organisasi.

8. Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham,
Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham,
dan Risalah Rapat Direksi.

9. Membuat Laporan Tahunan dan dokumen-dokumen
perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor
Eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

11. Mempertanggungjawabkan  pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat
Umum Pemegang Saham.

12. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT. BPR. Siwi
Sedana, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, serta

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi

s
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melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara
independen.

¢. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris :

1. Telah melakukan evaluasi dan pengembangan SDM
khususnya tenaga lapangan yang sudah mempunyai masa
kerja yang cukup lama namun kurang memperlihatkan
prestasi ataupun pemenuhan target yang disepakati oleh
manajemen, serta evaluasi kenaikan gaji untuk tahun 2019.

2. Telah melakukan evaluasi pencapaian target baik penyaluran
kredit dan penurunan NPL yang cenderung mengalami
penurunan selama tahun 2019, disertai dengan rapat evaluasi
kinerja setiap bulan, pelaporan pelaksanaan PKPB dan yang
lainnya yang dilaporkan setiap bulan.

3. Masih mengusahakan melakukan rekruitmen untuk tenaga
Pemasaran Kredit, untuk dapat mencapai rencana penyaluran
kredit di tahun 2019.

4. Berusaha memenuhi kelengkapan SDM terkait pemenuhan
Pejabat Eksekutif sesuai kualifikasinya.

5. Berusaha melakukan rekruitmen calon Direktur Operasional
mengingat adanya permohonan pengunduran diri | Wayan

Suwija sebagai Direktur Operasional pada Desember 2018.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris,
antara lain jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris
serta rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi :

a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan
Komisaris Per 31 Desember 2019.
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Jumlah anggota Komisaris PT. BPR. Siwi Sedana adalah 2
(dua) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama
dan 1 (satu) orang sebagai Komisaris anggota. Jumlah anggota
Dewan Komisaris PT. BPR. Siwi Sedana sesuai dengan POJK
No.20/POJK.03/2014 tanggal 18 Nopember 2014 tentang BPR,
yang mana PT. BPR. Siwi Sedana telah memiliki 2 (dua) orang
Komisaris, sejak tanggal 26 Juni 2017 dengan diangkatnya sdr.

| Nyoman Sunarta,SE. MM dengan akta notaris nomor: 01

tanggal 9 Nopember 2017, dibuat dihadapan Notaris | Gusti

Ngurah Agung Krisna Yoga, SH. yang telah mendapat

pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor: AHU-AH 01.03-0189720 tanggal 10

Nopember 2017.

Susunan anggota Dewan Komisaris PT. BPR. Siwi Sedana per
31 Desember 2019 berdasarkan akta Nomor 01 tanggal 04
Januari 2019 yang dibuat oleh | Gusti Ngurah Agung Krisna
Yoga, SH. Notaris di Kabupaten Badung yang telah dicatat oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0011669 tanggal 09 Januari
2019 adalah :

Jabatan Nama
Komisaris Utama Prof. DR. Ir. | Made Sukadana, MM.
Komisaris | Nyoman Sunarta

Independensi Dewan Komisaris
Komisaris Utama Prof. DR. Ir. | Made Sukadana, MM adalah
merupakan Pemegang Saham pengendali (PSP) PT. BPR. Siwi

2
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Sedana dan merupakan orang tua dari Direktur Utama PT.
BPR. Siwi Sedana | Nyoman Putra Sukasana, dan tidak
memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan,
hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga
dengan Direksi dan/atau Pemegang Saham lainnya.
Sedangkan Komisaris anggota | Nyoman Sunarta,SE,.MM

adalah komisaris independen.

. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, antara lain

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan PT.
BPR. Siwi Sedana, jalannya pengurusan pada umumnya,
dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh
Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan PT. BPR.
Siwi Sedana sesuai dengan maksud dan tujuan serta
Anggaran Dasar PT. BPR. Siwi Sedana.

2. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip
Tata Kelola (GCG) dalam setiap kegiatan usaha PT. BPR.
Siwi Sedana pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
kebijakan strategis.

4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan
dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lainnya.

5. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran
peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan
perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang

Laporan Penerapan Tata Kelola/GCG Tahun 2019 - BPR Siwi
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10.

Sa

dapat membahayakan kelangsungan usaha PT. BPR. Siwi
Sedana.

Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya secara optimal.

Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala,
paling kurang 3 (tiga) bulan sekali. Rapat Dewan Komisaris
wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
Membuat risalah rapat Dewan Komisaris, dan
ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

Mendistribusikan salinan risalah rapat Dewan Komisaris
kepada seluruh peserta rapat dan pihak yang terkait.
Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang
telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada
RUPS Tahunan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan
Anggaran Dasar PT. BPR. Siwi Sedana, Pedoman dan Tata
Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dewan Komisaris melaksanakan

tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

c¢. Rekomendasi Dewan Komisaris :

lah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah

memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan

perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.

Da

lam tahun 2019, nasihat dan rekomendasi yang diberikan

oleh Dewan Komisaris kepada Direksi antara lain adalah:

1. Agar dilakukan evaluasi dan pengembangan terhadap SDM

khususnya tenaga lapangan yang sudah mempunyai masa

I’
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kerja yang cukup lama namun kurang memperlihatkan
prestasi ataupun pemenuhan target yang disepakati oleh

manajemen.

2. Evaluasi pencapaian penyaluran  kredit dan

penurunan NPL, kredit yang mengalami penurunan dari

target

waktu ke waktu, dan target kerja lainnya.
3. Melakukan rekruitmen untuk tenaga Pemasaran Kredit.
4. Pemenuhan Pejabat Eksekutif yang belum dilengkapi.
5. Rekruitmen calon Direktur sebagai patner kerja Direktur

Utama karena adanya surat penguduran diri dari Direktur.

B. Kepemilikan saham Direksi

Kepemilikan saham
PT. BPR. Siwi Sedana

Nama Direksi

Perusahaan lain

| Nyoman Putra Sukasana - -

| Wayan Suwija - -

C. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota
Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau
Pemegang Saham BPR

Hubungan keluarga sampai dengan
) Hubungan keuangan dengan :
derajat kedua dengan :
Jabatan Nama Dewan Dewan
) Direksi PSP Direksi PSP
Komisaris Komisaris
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya | Tidak
Direktur | Nyoman
Utama Putra v v v v v v
Sukasana
Direktur | Wayan
Suwija v v v v v v
—
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D. Kepemilikan saham Dewan Komisaris

E. Hubungan keuangan dan/atau hubu
Dewan Komisaris dengan anggota Dewa
dan/atau Pemegang Saham BPR

Nama Dewan Komisaris

~Prof. DR. Ir. | Made Sukadana, MM.

TNyoman Sunarta,SE.,MM

-

Kepemilikan saham

PT. BPR. BPR | Perusahaan lain
Siwi Sedana | Lain
R
v - 5
e

L— - -y -
Keterangan : (-) = tidak memiliki saham

ngan keluarga anggota
n Komisaris lain, Direksi

Hubungan keluarga sampai dengan

derajat kedua dengan :

Hubungan keuangan dengan :

Nama Jabatan Dewan Dewan
= Direksi PSP . Direksi PSP
Komisaris Komisaris
Ya| Tidak Ya Tidak | Ya | Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
Prof. DR. Ir. | Made | Komisaris
Sukadana, MM. Utama v v v v v v
Komisaris

| Nyoman

Sunarta,SE.,MM

F. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan
Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS :

Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan

jumlah nominal per komponen untuk seluruh Direksi selama tahun

2019.
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Jenis remunerasi dan fasilitas lain

Jumlah

diterima dalam 1 tahun

Anggota Direksi

Dalam ribuan rupiah

Orang

1. Remunerasi (gaii, bonus,

tunjangan rutin, tantiem dan 2 169.781.-

fasilitas lainnya dalam bentuk

non-natura)
2 Fasilitas lain dalam bentuk

natura :

a. Transportasi 2 45.475,-
Total 2 215.256,-

Jumah remunerasi yang diterima oleh 2 (dua) orang anggota Direksi

dalam 1 (satu) tahun adalah Rp. 215.256.643 yang diterima secara

tunai selama tahun 2019.

Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan

jumlah nominal per komponen untuk seluruh Dewan Komisaris

selama tahun 2019 adalah :

Jumlah diterima dalam 1 tahun

Jenis remunerasi dan
. _ Dewan Komisaris
fasilitas lain
Orang | Dalam Ribuan rupiah

1. Remunerasi (gaji, bonus,

tunjangan rutin, tantiem

dan fasilitas lainnya dalam 2 134.563,-

bentuk non-natura).

+
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2. Fasilitas lain dalam bentuk

natura :

a. Tunjangan transportasi 2.950,-
Total 137.513,-

Jumah remunerasi yang diterima oleh 2 (dua) anggota Dewan
Komisaris dalam 1 (satu) tahun adalah Rp. 137.513.975 yang

diterima secara tunai selama tahun 2019.

G. Rasio gaji tertinggi dan terendah
Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari PT. BPR. Siwi
Sedana selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan
dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan

perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pegawai dan
keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah

dilakukannya.
Berikut adalah rasio gaji tertnggi dan terendah dalam skala

perbandingan:

| . Skala
Rasio
perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah 52,88%
Rasio gaji direksi yang tertinggi dan terendah 82,29%
Raso gaji komisaris yang tertinggi dan terendah 79,28%
Rasio gaji direksi tertinggi dan pegawai tertinggi 51,46%

Page 12 of 16
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H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

e e e
Jumlah | Waktu Rapat Materi Rapat
Nama Kehadiran ateri kap
Rapat
Membahas kinerja tahun
2018, Kinerja Januari
han
Rapat Awal _ 2019, Peruba
Tahun 1 S Sa0u 201 Fanaes Pengurus 2019, dan
upaya-upaya perbaikan
tahun 2019.
Mengevaluasi pencapaian
Rapat Triwulan target Triwulan pertama
| 5 (Maret 2019) dan kinerja
i us
Dan Rapat ! 07 Mei 2018 o April 2019, Skema
Rutin permodalan dan Perbaikan
peringkat status BPR.
Mengevaluasi pencapaian
target Triwulan Kedua
Rapat Triwulan . s :
i (Juni 2019) dan kinerja Juli
1 06 Agustus 2019 Pengurus 2019, dan pembahasan
Dan Rapat .
g terkait pengunduran diri
Rutin )
Wayan Suwija sbg
Direktur.
Mengevaluasi pencapai
Rapat Triwulan 9 _ P PR
- target Triwulan Ketiga
1 11 Oktober 2019 Pengurus (September 2019) dan
Dan Rapat
) pembahasan calon
Rutin
Direktur.
Page 13 o; 16
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I.  Jumlah penyimpangan intern (internal fraud)

(satuan)

Internal
Fraud

Jumlah kasus yang dilakukan oleh

Dalam 1
tahun

Direksi

Dewan Komisaris

Pegawai tetap

Pegawai tidak tetap

Tahun
sebelu
mnya

Tahun
Laporan

Tahun
sebelu
mnya

Tahun
Laporan

Tahun
sebelu
mnya

Tahun

Laporan

Tahun
sebelumnya

Tahun
Laporan

Total fraud

Telah
diselesaika
n

Dalam
proses
penyele-
saian di
intermal
BPR

0

2019

2019

0

2019

2019

0

2019

2019

2019

2019

Belum
diupaya-
kan
penyele-
saiannya

Telah di-
tindak-
lanjuti
melalui
proses
hukum

2019

2019

2019

2019

J. Permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum
pidana yang dihadapi PT. BPR. Siwi Sedana selama periode
laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya
penyelesaian yang paling sedikit meliputi :

1. Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi
dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap);

dan

2. Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi
dan masih dalam proses penyelesaian, sebagaimana tabel
berikut:

F
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Permasalahan Hukum Jumlah
Perdata Pidana
Telah selesai (telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap) 0 0
Dalam proses penyelesaian 0 0
Total 0 0

sedikit

K. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang paling
mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki
benturan kepentingan nama dan jabatan pengambil keputusan
transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis
transaksi, nilai transaksi dan keterangan, sebagaimana tabel

sebagai berikut :

Nama dan
Jabatan pihak Nama dan Nilai
yang Jabatan Jenis Transaksi Keterangan
No Memiliki Pengambil | Transaksi (jutaan *)
Benturan Keputusan Rupiah)
Kepentingan
" - i . i

terhadap kegiatan sosial dan keagamaan.
Secara garis besar, program kegiatan sosial keagamaan selama

tahun 2019 difokuskan pada beberapa kegiatan, antara lain :
1 Bantuan dana untuk aktivitas pemuda dalam pembuatan ogoh-

serta kegiatan politik selama periode pelaporan :
Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan,
selama periode pelaporan PT. BPR. Siwi Sedana aktif berkontribusi

L Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan

ogoh dalam rangka perayaan hari suci Nyepi umat Hindu di

4

lingkungan Banjar Gaji Dalung.

/
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2 Selama tahun 2019 PT. BPR. Siwi Sedana tidak pernah

memberikan dana untuk kegiatan politik.

Il. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG

tahun 2019, sebagaimana terlampir.

Demikian laporan Penerapan Tata Kelola/Good Corporate Governance

(GCG) ini dibuat dengan keadaan yang terjadi selama tahun 2019. Atas
bimbingan dan pembinaan dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kami

ucapkan terima kasih.

—

- y 1-'.{ 'U —
.//'?'cjl.\ L“‘{i’q"‘_‘\. 3

Badung, 26 Mei 2020 :
PT. BPR. Siwi Sedayle :

| Kadek Dersana

I Nvoma,u Putra Sukasana
Direktur Utama Direktur

Prof. DR. Ir. | Made Sukadana, MM. I Nyvoman Sunarta

L S

Komisaris Utama Komisaris

Laporan Penerapan Tata Kelola/GCG Tahun 2019 — BPR Siwi Page 16 of 16
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Tabel 2. Peringkat Komposit

—

Niai Komposit Peringkat Komposit
- 1,0 < Nilai Komposit < 1,8 Sangat Baik
18 < Niiar komposit < 2,6 Baik
2.6 < Nilat Komposit < 3,4 Cukup Baik
3.4 < Nilat Komposit < 4,2 Kurang Baik
4,2 < Niiai Komposit < 5,0 Tidak Baik




ota Direksi paling sedikit 2

ah an (dua) orang, dan sal &
ota Direksi bertindak sebagai Direktur yang memba::rf::: |

celuruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yan
sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang
sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan
langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor

Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan
Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi
kemasyarakatan).

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau
semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau
penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi
persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi
karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah
didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan,
tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu
pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa
profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi
untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.

Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan
dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa
jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa
Jumiah Waba pada Skala Penerapan
-- ing O

n tugas dan tanggung jawabnya secara|
memberikan kuasa umum yang dapat|
ar tx_igasdan:wewenangtanpaﬁbams.




yang lengkap, akurat,
dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris,

10)

|pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis|
dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak]
dalam hal tidak tercapai Mmusyawarah mufakat, atau sesuai
ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion

jika terdapat perbedaan pendapat.

T

Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi,
keluarga, danjatau pihak lain yang dapat merugikan atau
mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau
menenima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan
fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

Anggota  Direksi  membudayakan pembelajaran  secara
berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang
perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang
keuanganflainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan
tanggung jJawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam
pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas
individu

——

Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang
dimiikinga dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya,
antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-
hatan

14)

Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja
angeota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja,
waktu kerja, dan peraturan rapat.

i perkalian untuk masing -masing Skala Penerapan

@awaban pada Skala Penerapan




jelas dissenting opinions yang
dibagikan kepada seluruh Direks;.

it Direksi dituangkan dalam risalah rapat dar]
kan dengan baik, termasuk Pengungkapan secara
terjadi dalam rapat Direksi, serta] -

Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian,
anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pe
ditunjukkan antara
|penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian
hasil sesuai ekspektasi stakeholders,

ngelolaan BPR yang|
lain  dengan peningkatan kinerja BPR,|

|ig) |Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada
| Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu)

kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai
n

[ 1

umlah jawaban pada Skala Penerapan

E-S

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

{perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5

obot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (H): 10%

Total Penilaian Faktor 1 dikalikan dengan bobot Faktor 1 : 20%




e

KERTAS KERJA PENILAIAN PEN ERAPAN TATA K

Gkt ir dan Infrastruk Kelola (S) i T

~Tjumlah anggota Dewan Komisaris Paling sedikit 2 (dua) orang AN R |

-.--..-__ * = - i
::")"Jumhh anggf:nta Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota
pireksi sesuai ketentuan.

F}" Seluruh anggota Dewan f(ornisaris telah lulus Uji Kemampuan dan
Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR
memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS
] yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan

komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.

 |Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di
provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang
berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR., 1

) [BPR memiliki Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh
persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris

Independen.

4) [Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk
pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

) |Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan
Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau
sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atauf 1

Bank Umum.

) |Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan
keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan :
sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

e

Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan
Keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan
ke‘"a"ga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atauf
Pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

an pada Skala Penerapan
1 untuk masing-masing Skala Penerapan




“[pewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap|
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat

tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk pnnSIp
kehati-hatian.

pada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasnhat

==
palam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris

mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
strategis BPR.

mn Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan
kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana
kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai
batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang
ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam

rangka
melaksanakan fungsi pengawasan.

pewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti

temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa
Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain

dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak
lanjut temuan.

Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan
menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat
strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau
suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau
sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting
opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

b) |Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk
kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan
atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau
menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan
fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lan;ut

|Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan|
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang ﬁ'—




apan Tata Kelola (H)

Thesil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan|
" |gidokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting|

gpinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta
dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

mlahjawaban pada Skala Penerapan

asil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

rotal nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Pemitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1

truktur dan Infrastuktur Tata Kelola (H): 10%

Total Penilaian Faktor 2 dikalikan dengan bobot Faktor 2: 15%




)

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

R telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
Jengan Anggota Komite Sesuai ketentuan
ah jawaban pada Skala Penerapan

0
fitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1
0
bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50% o
' .us&s Penerapan Tata Kelola (P)

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi
audit intern.

Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap
penerapan fungsi manajemen risiko.
Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk
menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai
dengan pedoman dan tata tertib kerja.

umiah jawaban pada Skala Penerapan

asil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

otalnilai untuk seluruh Skala Penerapan

IJ“itlll'tgan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S)3

Penerapan Tata Kelola (H)
OMite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit
1. "df"“ {fﬂﬂg&l-_m_anaiemen risiko kepada Dewan Komisaris
tindak lanjut kepada Direksi BPR.
aban pada Skala Penerapan




s

nfrastruktur Tata Kelola (5)

o Struktur dan |

—1

) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian|
mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap
pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi,

dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan
dimaksud dalam Risalah Rapat.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

. [Fasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S):1

ingan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%

.Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) [Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan
Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak
mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi
keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang
memiliki benturan kepentingan tersebut.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Ngan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1

keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap
dan telah terdokumentasi dengan baik.




—Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola ()

ﬁ’fnggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan tidak menangani penyaluran dana

2) |Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa
Keuangan dan peraturan perundang-undangan
lain yang berkaitan dengan perbankan.

3)|Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan
dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi kepatuhan independen
terhadap satuan kerja atau fungsi operasional

4) [Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif
yang menangani fungsi kepatuhan menyusun
dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistemn,
dan prosedur kepatuhan.

5)[BPR memiliki ketentuan intern mengenai
tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi
satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif
yang menangani fungsi kepatuhan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

10

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala

20

9tal nilai untuk seluruh Skala Penerapan

20

‘erhitung; rata-rata dengan dibagi jumiah

B i




~Tanggota Direksi yang membawahkan fungsi

kepﬂtUha" menetapkan Iangkah~langkah yang

mperll-lka" untuk memastikan BPR telah
meme"Uh‘ seluruh peraturan Otoritas Jasa
Keuangan dan peraturan perundang-undangan
jain termasuk penyampaian laporan kepada
otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.

|anggota Direksi yang membawahkan Fungsi
kepatuhan ~ melakukan upaya  untuk
mendorong terciptanya budaya kepatuhan
gPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan
ketentuan terkini.

Eimg_gota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan
BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat
oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan
termasuk melakukan tindakan pencegahan
apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan
Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan
perundang-undangan.

—_—

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif
yang menangani fungsi kepatuhan memastikan
bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem,
dan prosedur, serta kegiatan usaha yang
dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan
! Perundang-undangan.

1 kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif

menangani fungsi kepatuhan melakukan|
dan/atau merekomendasikan pengkinian ,-

maupun prosedur yang dimiliki oleh
ar sesuai dengan ketentuan Otoritas|

dan peraturan perundang:-

| penyempurnaan kebijakan, ketentuan,) n-




untuk seluruh Skala Penerapan

gan rata-rata dengan dibagj jumlah
an (P): 5

permapan Tata Kelola (H)

ml BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran
terhadap ketentuan.

[Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan menyampaikan laporan
| pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara
perkala kepada Direktur Utama dengan
tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal
anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan
disampaikan kepada Dewan Komisaris.

I13)|Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi
Kepatuhan menyampaikan laporan khusus
kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila
terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang
Jmenyimpang dari peraturan Otoritas Jasa
Keuangan dan/atau peraturan perundang-
undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.

lah jawaban pada Skala Penerapan

perkalian untuk masing-masing Skala

12

otal nilai untuk seluruh Skala Penerapan

12

rata-rata dengan dibagi jumlah

ertanyaan (H): 3

or 5 dikalikan dengan bobot Faktor 5: 10%

0,48

-




- uktur dan Infrastruktur Tata Kelola () e

’Tf pPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab

| terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
f T)'.SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
| talah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem
dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor internf 4
cesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh
pirektur Utama dan Dewan Komisaris.

7 [SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja
terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan

4)
bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. 1
: _;T_-B_PR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber
: daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern. 2
jumiah jawaban pada Skala Penerapan al2lo0lo]o0
[Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan alalo]o]o
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 8
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumiah pertanyaan (S): s i
1,
! ' obot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50% R
0..
‘ B. Proses Pené;apan Tata Kelola (P)
BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan
| pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada
| seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung 2
' diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan
| masyarakat.
/) [8PR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan
terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan 2
s kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. [ |
18 —t—
J) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan|{ | ..
secara memadai dan independen yang mencakup persiapan , A
L penyusunan program audit, pelaksanaan audit, E | 4=
~ [P€!aporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. 4 et
anakan peningkatan mutu keterampilan sumt
mra wkala dan herleelmjutan terkait denga
! - sl i i :LB 0 0
e




ﬁ) =

2)

13)

keapada anggota Direksi

U Pejabat ik e

N pelaksanaan audit intern kepada
ewan Komisaris dengan tembusan
yang membawahkan fungsi
BPR telah menyampaikan laporan
pokok hasil audit intern dan lapo
penyimpangan) kepada Otoritas

- Utama dan D

pelaksanaan dan pokok-|

KA Yang menangani fungsi kepatahan]™ T
telah menyampaikan lapora

ran khusus (apabila ada| . |
Jasa Keuangan sesuail |

BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern|

kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
an.

BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau
pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

[jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ol o
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan ol o .
otal nilai untuk seluruh Skala Penerapan 10 i
perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 4 -
L
| i
sbot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (H): 10% 02500 |

3 0,265
Total Penilaian Faktor 6 dikalikan dengan bobot Faktor 6: 10%

/




KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Penerapan Fungsi Audit Ekstern
A Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja,
ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan 2

komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP
Aimalciid

Jumiah jawaban pada Skala Penerapan

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

4
perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S):1
4
Sikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (5): 50%
g 2

B. Proses Penerapan Tata Kelola

2) |Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR
menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaft.ar di Otoritas
| Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS
herdasarkan usulan Dewan Komisaris

' [73) [BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter
kepada Otoritas Jasa Keuangan.

\ Jumlah jawaban pada Skala Penerapan 2| of o] ©
‘ Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 2| ofl of of ©
| Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
l Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P):2 1

C Penerapan Tata Kelola )

4) |Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan
permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu 2

LEDAld ©

R gleh KAP vang dituniuk.
Cakupan hasil audit paling sediikit sesuai dengan ruang lingkup
audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa

1 pada Skala Penerapan




Ju

4)

L—[gPR memiliki
~ |BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis

"'}ﬁ;hjawaban pada Skala Penerapan

e e I = -
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

£ LS.
perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
()3

B, Proses Penerapan Tata Kelola (P)

tur dan Infrastruktur Tata 51

_—TapR telah menunjuk
5 Juk satu orang Pejabat Eksekutif]

yang bertanggung jawab terhada
fungsi Manajemen Risiko P penerapan

kebijakan Manaj

; jemen Risiko
prosedur Manajemen Risiko, dan peneta S
Risiko. P pan limit

mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada
produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.

7an bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola

Direksi:

a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan
Manajemen Risiko secara tertulis, dan

b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang
memerlukan persetujuan Direksi.

5)

§)

Dewan Komisaris:

a. menyetujui dan
Manajemen Risiko,

b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas
pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan

c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan
Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang
memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

mengevaluasi kebijakan

asi, pengukuran,

BPR melakukan proses identifik
Risiko terhadap

|pemantauan, dan pengendalian )
seluruh faktor Risiko yang bersifat material.

' manajemen risiko atas selurub
C . diwaiibkan sesuai ketentuan OtOritds

BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang|




) |Direksi telah melakukan pengembangan budaya| . TR
manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi| e
dan peningkatan kompetensi sumber daya manusial |, | | |

antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi ; | il i
mengenai manajemen risiko. XL

Tumiah jawaban pada Skala Penerapan

 [fas perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
! 28 |0 |do )0

| [fotal nilai untuk seluruh Skala Penerapan 28

.ﬂ—-__ -
| [perhitungan rata-rata dengan dibagi jumiah pertanyaan
11(P):7

Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola

J* il o
(. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

1) |BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko
' lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa 5
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa

Keuanean
12) |BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru

yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan 5
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

| [Jumlah jawaban pada Skala Penerapan olalolo]o

| [Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 8
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumnlah pertanyaan
(H):2 4
oan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola :
i ot i - 0,4
5 A e
otal Penilaian Faktor 8 dikalikan dengan babot Faktor 8: 10 0,6

£




Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S-.)

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis
yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian
kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur
pesar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya
sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan

)

SOP & SK Direksi

erkreditan BPR.
umiah jawaban pada Skala Penerapan

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

otal nilai untuk seluruh Skala Penerapan

berhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (5):1

obe tStruktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%

| B. Proses Penerapén Tata Kelola (P)

an mengkinikan kebijakan,

) |BPR secara berkala mengevaluasi d
disesuaikan dengan

sistem dan prosedur BMPK agar

BPR kepada pihak terkait
telah memenuhi ketentuan
MPK dan memperhatikan
perundang-

- n.
B) |[Proses pemberian kredit oleh
danfatau pemberian kredit besar
Otoritas Jasa Keuangan tentang B
prinsip  kehati-hatian maupun  peraturan

Lunrdangan
mlah jawaban pada Skala Penerapan

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2







W S .

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

b

P smwr:lan infrastruktur T‘af.a Kelola (S)

[1) |Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh
pewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.

) |Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka

panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana
penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan
cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3) [Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang
saham dalam rangka memperkuat permodalan dan
infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, 2
teknologi informasi,jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.

Jumlahiawabanpadaskala Penerapan + |4l olelie

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 9

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (5)3

an bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%

B. P'rosesenerapan Tata Kelola (P)

4) |Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling
sedikit:

a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi
kelangsungan usaha BPR; 1
b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan
c. penerapan manajemen risiko.

5) |Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap

: ncana bisnis BPR.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

ih Skala Penerapan

dibagi jumiah pertanyaan (P): 2




e

rata-rata dengan dibagi jumiah pertanyaan (H):1

" foaal Penilawan Faktor 10 dikalikan dengan bobot faktor 10 :7.5%




'

el Indikator

e I

e .-truktur Tata Kelola (s)

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Srsedianya St pe-iaporan keuangan dan non keuangan yang
gidukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai

ctentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk
menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh,

“hjawaban pada Skala Penerapan

Bekerjasama
dengan Banking
Smart System

0|0
| T erkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0| o
sl nilai untuk seluruh Skala Penerapan :
Cemitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S):1
4
engan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%
2
&s Penerapan Tata Kelola (P)
2) [BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan
dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi
lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai
ketentuan Otoritas lasa Keuangan
3) |BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit
memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan
publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh
aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek
pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4) |BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk,
layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan
berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan
Otoritas lasa Keuangan —
5) |BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan
cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan 3 o
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 2
o
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 7
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4
1,75

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

6) |Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani|
paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan
nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat
waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan danfatau dipublikasikan
sesual ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.







Nilai Kompo €nilaian Sendirj (self Assessment) Penerapan Tata Kelola
S z};:pos't PerlngkatKommit

amammms CUKUP BAIK

Analisis

mengenai kesimpulan atas Penilaian penerapan Tata Kelola BPR dengan mempertimbangkan
r-faktor penilaian tata kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur dan
uktur tata kelola, Proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola.

PT BPR Siwi Sedana pada tahun

2019 memiliki dua orang Direksi dan dua orang Komisaris, dengan
demikian pada tahun 2019 kepe

ngurusan PT BPR Siwi Sedana telah lengkap.

2 Penunjukan Pejabat Eksekutif Kabag. Operasional, Kabag Marketing,
| terhadap Pejabat Eksekutif (PE) Fungsi Kepatuhan, Manajemen Resik
dipenuhi karena dalam proses recruitmen yang sesuai kualifikasinya.

SPI sudah dipenuhi, namun
0, Fungsi APU-PPT belum

Benturan kepentingan selama tahun 2019 tidak terjadi dalam operasional sehari-hari.

Badung, 26 Meij 2020
PT BPR Siwi Sedana

1 Kadek Dersana

Direktur Utama Direktur

Dewan Komisaris,

p——_




